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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Penerimaan negara paling besar bersumber dari pajak, setiap Wajib Pajak 

(WP) diwajibkan untuk ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak supaya 

pertumbuhan seta pelaksanaan pembanguanan negara dapat berjalan dengan lacar 

dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun dari segi perusahaan, pajak 

menjadi beban bagi mereka serta dapat mengurangi Earning After Tax yang 

diperoleh perusahaan (Oktagiani,2015). Perusahaan selalu berusaha untuk 

mengefisiensi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dengan tujuan 

supaya laba yang didapatkan perusahaan menjadi lebih besar. Upaya yang 

dilakukan perusahaan berupa penyesuaian terhadap tax expenses, upaya tersebut 

akan menguntungkan bagi pemegang saham tetapi merugikan bagi masyarakat, 

karena kontribusi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan 

masyarakat akan semakin berkurang.  

Sistem manajemen yang baik adalah hal yang penting bagi perusahaan yang 

mementingkan laba yang besar dan jabatan seorang manajer yang sukses 

terkadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan perencanaan pajak 

(Tax planning) dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance) (Oktagiani, 

2015). Upaya menekan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang 

umumnya disebut tax planning yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan 

pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga tax avoidance. Tax 

Avoidance adalah suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang 

dilakukan secara legal karena adanya kelemahan hukum dalam Undang-Undang 

Perpajakan, mestipun tax avoidance merupakan hal yang legal namun tindakan 

tersebut tidak beretik dan dapat merugikan pihak lain (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu fasilitas 

pajak berupa fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau biasa 

disebut dengan tax holiday, leverage, corporate governance kompensasi rugi 

fiskal, intensitas aset tetap, dan lain-lain. 
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Dikutip dari Kontan.co.id pada 11 Desember 2018 oleh Lidya Yuniartha, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa terdapat 12 WP (Wajib Pajak) 

yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan atau sering disebut 

dengan tax holiday. Dari total 12 WP tersebut, 11 WP adalah penanaman modal 

baru serta satu (1) WP merupakan perluasan usaha yang sudah ada sebelumnya. 

Dari Wajib Pajak tersebut, terdapat empat WP yang bergerak pada infrastruktur 

ekonomi, tujuh wajib pajak yang bergerak di industri logam dasar hulu serta satu 

wajib pajak bergerak di industri kimia dasar organik. Tujuan dari diadakannya 

fasilitas tax holiday ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investor untuk 

berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut baik untuk investor asing maupun 

investor dalam negeri. Sebagaimana disebutkan dalam PMK No. 150/2018 

tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, perusahaan 

yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut dan sudah memenuhi syarat harus 

melapor ke DJP untuk mendapatkan surat keterangan fiskal yang dilakukan 

melalui system OSS (online single submission). DJP mengatakan, hingga saat ini 

DJP belum mendapatkan laporan terkait permohonan investasi baru dengan 

diterbitkannya PMK No. 150/2018. Untuk Peraturan Menteri Keuangan yang baru 

terbit belum ada notifikasi langsung dari Menteri Keuangan, sejauh ini DJP belum 

mendapat informasi terkait permohonan tax holiday dengan skema PMK No. 

150/2018. Hasil investasinya akan dipakai untuk memproduksi barang. Jadi masih 

ada untuk membangun fasilitas produksi. Mulai saat itu tidak perlu bayar sampai 

jangka waktu yang ditetapkan dengan besaran investasinya.  

Dikutip ldari lliputan6.com loleh lFiki lAriyanti. lPada ltahun l2016. lDirektorat 

lJenderal lPajak lKementerian lKeuangan l(DJP lKemenkeu) lmenyatakan lbahwa 

lterdapat l2.000 lperusahaan lmultinasional lyang lberoperasi ldi lIndonesia ltidak 

lmembayar lPPh lBadan lPasal l25 ldan lPasal l29 lkarena ldengan lalasan 

lmerugi. lPerusahaan lasing ltersebut lmenggunakan ltiga lmodus lutama luntuk 

lbisa lmenghindari lkewajiban lmenyetor lpajak ldi lIndonesia, lyang ldimaksud 

ltidak lmembayar lpajak ladalah lmereka ltidak lmembayar lPPh lBadan lPasal l25 

ldan l29 lkarena lmerugi lterus-menerus ltapi lperusahaannya lmasih lberoperasi. 

lDJP ljuga lmengungkapkan l2.000 lperusahaan ltersebut lmerupakan lperusahaan 

lPMA lyang lditangani loleh lKanwil lPajak lKhusus. lSebanyak l2.000 lPMA 
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ltersebut, lterdiri ldari lperusahaan ldi lsektor lperdagangan lbarang lkonsumsi, ldan 

lsebagainya ltidak lmembayar lpajak lselama l10 ltahun. lAda ltiga lalasan l2000 

lperusahaan ltersebut lmerugi lterus lmenerus. lAlasan lyang lpertama ladalah 

lperusahaan-perusahaan ltersebut lmerupakan lperusahaan lafiliasi lyang linduk 

lperusahaannya lberada ldi lluar lnegeri lsehingga lsangat lrawan lterjadi lproses ltransfer 

lpricing. lDJP lmempertanyakan lpembayaran lroyalti lyang ltetap ldisetorkan lanak 

lusahanya ldi lIndonesia lkepada linduk lperusahaannya. lKedua, lribuan lperusahaan 

lmultinasional litu lmerugi lkarena lbanyak lperusahaan ltersebut lmendapatkan lfasilitas 

linsentif lpajak, lseperti ltax lholiday ldan ltax lallowance lsaat lpengajuan lizin lke lBadan 

lKoordinasi lPenanaman lModal. lPada lwaktu lpengajuan lpengaduan, lperusahaan lini 

lkerap lmeninggikan lbiaya lpembelian lbarang lmodalnya. lTapi lsaat linsentif lpajak 

lhabis, lsudah lterakumulasi lpembelian lbarang lmodal lyang lsangat ltinggi, lsehingga  

lmenyebabkan ltingginya lbiaya lpenyusutan. lAkhirnya ldepresiasi lmeningkat ldan 

lyang lterjadi lperusahaan litu lmengalami lkerugian lbertambah ldan lterus lmenerus. 

lKetiga, lperusahaan litu lsering lberganti lnama, ltujuannya luntuk lmendapatkan lkembali 

linsentif lpajak ldan lakhirnya lperusahaan ltersebut lbisa lmenjadi lrugi llagi. lDJP 

lKemenkeu ltelah lberkoordinasi ldengan lBKPM ldan lpihak-pihak lterkait luntuk 

lmelakukan lpencegahan lterhadap lpraktik lpenghindaran lpajak. 

Perusahaan kontruksi plat merah, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang 

berkode saham WSKT pada bulan Januari 2016 menyatakan telah melakukan 

penilaian ulang (revaluasi) aset yang membuat nilai aset perusahaan terdongkrak. 

Manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap dengan tujuan agar 

mendapat insentif pajak. Insentif tersebut berupa ltarif lPPh latas lselisih lhasil 

lrevaluasi laset ltetap lditurunkan lberjenjang ldari l10% lmenjadi l3% lhingga 

l6%. lTarif lPPh l3% ldikenakan luntuk lpermohonan lyang ldiajukan lpada 

lperiode lDesember l2015, ldengan lpelaksanaan lrevaluasi laset lpada lbulan 

lyang lsama. lSementara, luntuk lpermohonan lyang ldiajukan lpada lperiode l1 

lJanuari l2016, ldengan lbatas lpelaksanaan lrevaluasi laset lsamapi ldengan l30 

lJuni l2017, lmaka ldikenakan lPPh lFinal lsebesar l4%. lTarif lPPh lFinal lakan 

ldikenakan llebih ltinggi lmenjadi l6% ljika lperohonan ldiajukan ldalam lrentang 

lwaktu lI lJuli lsamapi l31 lDesember l2016, ldengan lbatas lpelaksanaan 
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lrevaluasi lsampai ldengan l31 lDesember l2017. l(CNN lIndonesia, lRabu l10 

lFebruari l2016). l l l l 

Pemerintah ldalam lUndang-Undang lNo. l36 lTahun l2008 lmemberikan 

lfasilitas lperpajakan lkepada lperseroan lterbuka lberupa lpengurangan ltarif 

lsebesar l5%, ldalam lUndang-Undang l lNo. l36 lTahun l2008 lpasal l17 layat 

l(2b) ldan lPeraturan lMenteri lKeuangan lNomor l150 lTahun l2008 

lmenjelaskan lsyarat luntuk lmendapatkan lfasilitas lpengurangan ltarif lpajak. 

lDengan ladanya lfasilitas lpengurangan ltarif lpajak lpenghasilan lbadan 

lmembuat lperusahaan lmenjadi lpatuh lterhadap lpajak ldan lmeminimalisir 

lterjadinya lpenghindaran lpajak. lPenelitian lyang ltelah ldilakukan loleh lLubis 

l(2015), lmenyatakan lbahwa ltidak lterdapat lpengaruh lantara lfasilitas lpajak 

lterhadap ltarif lpajak lefektif. lSedangkan lmenurut lpenelitian lSteven, ldkk 

l(2018), lfasilitas lpajak lmemiliki lpengaruh lpositif lterhadap ltarif lpajak 

lefektif. 

Kompensasi lrugi lfiskal lmerupakan lproses lkerugian lpajak ldari lsatu lperiode lke 

lperiode llainnya lyang lmenunjukkan lbahwa lperusahaan lyang lmerugi ldiberikan 

lkeringanan luntuk lmembayar lpajaknya. lKerugian ltersebut ldapat ldikompensasikan 

lselama llima ltahun lke ldepan ldan lkompensasi ltersebut ldapat lmengurangi lbeban lpajak 

lperusahaan lsehingga lrawan lterjadinya lpenghindaran lpajak. lMenurut lKurniasih ldan 

lSari l(2013) lperusahaan l lyang l ltelah l lmengalami lrugi l ldalam l lsatu l lperiode lakuntansi 

ldiberikan lkeringanan luntuk lmembayar lpajaknya. lAkibatnya, lselama llima ltahun 

ltersebut, lperusahaan lakan lmendapatkan lpengurangan lbeban lpajak, lkarena 

lperusahaan lmengalami lkerugian lfiskal ldiawal ltahun lmaka lperusahaan lakan 

lmendapatkan lkompensasi lkerugiaan lfiskal lperusahaan. lPenelitian lyang ldilakukan 

loleh lGinting l(2016) lmenyatakan lbahwa lkompensasi lrugi lfiskal lmemiliki lpengaruh 

lterhadap lpenghindaran lpajak. lSedangkan lmenurut lpenelitian lMunandar l(2016), 

lSundari l(2017) lkompensasi lrugi lfiskal ltidak lmemiliki lpengaruh ldengan 

lpenghindaran lpajak. lPerbedaannya lterletak lpada lpengukuran latau lproksi lyang 

ldipakai loleh lpara lpeneliti, lGinting l(2016) lmenggunakan lproksi lBook lTax lGab luntuk 

lmengukur lvariabel lpenghindaran lpajak. lSedangkan lMunandar l(2016) ldan lSundari 

l(2017) lmenggunakan lproksi lCash lEffective lTax lRate luntuk lmengukur l lvariabel 

lpenghindaran lpajak. 
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Intensitas laset ltetap lmerupakan lrasio lyang lmenandakan lintensitas 

lkepemilikan laset ltetap lsuatu lperusahaaan ldibandingkan ldengan ltotal laset lyang 

ldimiliki lperusahaan. lHal lini ldapat ldiukur ldengan lmenggunakan lperbandingan ltotal 

laset ltetap lyang ldimiliki lperusahaan ldengan ltotal laset lyang ldimiliki lperusahaan. lJika 

laset ltetap lyang ldimiliki lperusahaan lsemakin lbesar lmaka llaba lyang lakan ldidapatkan 

lakan lsemakin lkecil lkarena ltimbulnya lbeban ldepresiasi ldari laset ltetap ltersebut, 

lsehingga lpajak lyang ldibayarkan lsemakin lkecil. lPenelitian lyang ldilakukan loleh 

lMuzzaki ldan lDarsono l(2015), lPurwanti ldan lSugiyarti l(2017) lmenyatakan lbahwa 

lintensitas laset ltetap lberpengaruh l lterhadap lpenghindaran lpajak ldan lmenggunakan 

lproksi lEffective lTax lRate luntuk lmengukur lvariabel lpenghindaran lpajak. lSedangkan 

lmenurut lpenelitian lyang ldilakukan loleh lSundari ldan lAprilina l(2017) lmenyatakan 

lbahwa ltidak lditemukan lpengaruh lantara lintensitas laset ltetap ldengan lpenghindaran 

lpajak lserta lmenggunakan lproksi lCash lEffective lTax lRate luntuk lmengukur lvariabel 

lpenghindaran lpajak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Kompensasi Rugi Fiskal dan 

Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? 

b. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran 

Pajak? 

c. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap 

Penghindaran Pajak. 
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b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal 

terhadap Penghindaran Pajak. 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap 

Penghindaran Pajak. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, 

diantaranya: 

a. Bagi Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang 

pengaruh Fasilitas Perpajakan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas 

Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian 

sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. 

b. Bagi Praktis 

1) Pemerintah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Diharapkan 

juga dapat membantu Pemerintah agar dapat memperketat Undang-

Undang mengenai perpajakan sehingga perusahaan-perusahaan yang 

berada di Indonesia tidak melakukan praktik penghindaran pajak dan 

agar perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat patuh terhadap pajak. 

Sehingga APBN di Indonesia dapat meningkat dan dapat 

mensejahterakan masyarakat 

2) Perusahaan sebagai Wajib Pajak 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan agar sadar akan patuh pajak demi kesejahteraan 

masyarakat.
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